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Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Pondasi Pabrik PT 
Indocali Plast di Karanganyar 
 
Abstrak 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
kontrak kerja konstruksi pekerjaan pembangunan pondasi pabrik antara PT 
Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas serta untuk mengetahui tanggung jawab 
hukum pihak penyedia jasa atas kesalahan yang telah di perbuat dalam 
pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV 
Gendeng Mas dan untuk mengetahui cara-cara menyelesaikan perselisihan dalam 
kontrak kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan metode 
pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan 
kontrak kerja konstruksi pembangunan pondasi pabrik antara PT Indocali Plast 
dengan CV Gendeng Mas melalui beberapa tahapan yaitu tahap pelelangan, tahap 
pembuatan perjanjian pemborongan (kontrak kerja) dan penandatanganan 
perjanjian pemborongan (kontrak kerja), ketiga tahap pelaksanaan kontrak kerja 
konstruksi pembangunan pondasi pabrik PT Indocali Plast. Dalam kontrak kerja 
konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas terdapat hak dan 
kewajiban para pihak. Untuk tanggung jawab hukum penyedia jasa dalam kontrak 
kerja konstruksi berupa tanggung jawab penyedia jasa dalam menyelesaian 
pekerjaan melebihi jangka waktunya dan tanggung jawab penyedia jasa 
melakukan pekerjaan tidak sesuai besteknya. Adapun cara untuk menyelesaikan 
perselisihan dalam kontrak kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV 
Gendeng Mas, yaitu melalui jalur musyawarah untuk mufakat. 
 
Kata Kunci: konstruksi, kontrak kerja, perjanjian pemborongan 
 
Abstract 
The purpose of this research is to find out how the implementation of the 
construction work of the factory foundation construction work between PT 
Indocali Plast and CV Gendeng Mas and to find out the legal responsibilities of 
the service providers for mistakes that have been made in the implementation of 
construction work contracts between PT Indocali Plast and CV Gendeng Mas and 
to find out ways to resolve disputes in construction work contracts between PT 
Indocali Plast and CV Gendeng Mas. This research is a descriptive study and uses 
an empirical juridical approach. The results of this study are the process of 
carrying out the construction of a factory foundation construction contract 
between PT Indocali Plast and CV Gendeng Mas through several stages, namely 
the tender stage, the stage of contracting (work contract) and the signing of the 
contract of contract (work contract), the three stages of the implementation of the 
work contract construction of PT Indocali Plast plant foundation construction. In 
the construction work contract between PT Indocali Plast and CV Gendeng Mas 
there are rights and obligations of the parties. For the legal responsibility of the 
service provider in the construction work contract in the form of the responsibility 
of the service provider in completing the work beyond the time period and the 
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responsibility of the service provider to do the work not in accordance with the 
bestek. The method for resolving disputes in construction work contracts between 
PT Indocali Plast and CV Gendeng Mas, namely through deliberation to reach 
consensus. 
 
Keywords: construction, employment contract, chartering agreement 
 
1. PENDAHULUAN  
Kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu 
pembangunan dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh pihak pertama sebagai 
pemilik proyek dengan pihak kedua sebagai pelaksana proyek. Menurut Undang-
Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, Kontrak kerja konstruksi 
adalah suatu dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna 
jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi (Zatika, Hamzah 
dan Sonata, 2018). Dasar dari kontrak kerja konstruksi diatur didalam Undang-
Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu aturan tentang 
kontrak kerja konstruksi terdapat juga di dalam Peraturan Pemerintah No 54 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden No 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 
Kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa dan 
pihak penyedia jasa bisa dikatakan sah karena adanya kesepakatan dari kedua 
belah pihak. Kesepakatan adalah pernyataan yang dikatakan antara para pihak. 
Kesepakatan yang dibuat dalam kontrak kerja konstruksi akan menimbulkan 
akibat hukum, akibat hukumnya adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Apabila didalam suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ada 
hak dan kewajiban yang tidak bisa terpenuhi oleh salah satu pihak, maka bisa 
dikatakan salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan akan 
dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya (Salim, 
2009). 
kontrak kerja konstruksi harus dibuat secara tertulis, karena selain 
ditujukan untuk pembuktian, kontrak kerja konstruksi juga mengandung resiko 
yang menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan. Kontrak kerja 
konstruksi termasuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana 
ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata (Slamet, 2016). Maka dari itu kontrak kerja 
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konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam proyek, yang dimana segala 
hal terkait hak dan kewajiban serta alokasi resiko diatur dalam kontrak. Sehingga 
kontrak/perjanjian dalam suatu kegiatan jasa konstruksi menjadi dasar 
dilaksanakannya kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
juga pengawasan konstruksi. 
Kontrak kerja konstruksi temasuk bagian dari perjanjian pemborongan. 
Didalam KUHPerdata perjanjian pemborongan dikenal dengan istilah 
pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dari pihak 
pemborong yang telah mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 
bagi pihak yang lain dengan harga yang telah ditentukan. Ketentuan perjanjian 
pemborongan didalam KUHPerdata berlaku pada perjanjian pemborongan pada 
proyek-proyek pemerintah maupun proyek-proyek swasta. Perjanjian 
pemborongan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) 
mulai dari Pasal 1601b dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616 (Djumaialdji, 
1996). 
Namun dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi masih saja sering 
terjadi permasalahan, baik permasalahan yang disebabkan oleh pihak penyedia 
jasa maupun pihak pengguna jasa. Menurut Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, ada berbagai 
faktor pontensial penyebab permasalahan hukum dalam pelaksanaan suatu 
pekerjaan konstruksi, permasalahan tersebut dikelompokan dalam 3 aspek yaitu, 
pertama aspek teknis, berupa faktor perubahan lingkup pekerjaan, faktor 
kekurangan material, dan faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar 
rencana dan spesifikasi teknis. Kedua aspek waktu, berupa faktor percepatan 
waktu penyelesaian pekerjaan, dan faktor keterlambatan waktu penyelesaian 
pekerjaan. Ketiga aspek biaya, berupa faktor penghematan anggaran, dan faktor 
keterlambatan pembayaran. 
Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT 
Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas ini, terdapat beberapa permasalahan 
hukum yang terjadi. Permasalahan pertama yang terjadi dalam kontrak kerja 
konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas ini yaitu tentang 
penyelesaian pekerjaan pembuatan pondasi pabrik yang dilakukan oleh pihak 
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penyedia jasa melebihi batas waktu pengerjaan pekerjaan. Permasalahan kedua 
yaitu terjadinya pekerjaan yang tidak sesuai dengan besteknya atau tidak sesuai 
dengan gambarnya, yang dimana ketentuan ukuran dari pondasi pabrik itu 
mempunyai volume ketinggian rata-rata sekian tetapi pihak penyedia jasa 
melakukan pengurukan tanah pondasi pabrik kurang dari ukuran volume tinggi 
yang telah ditentukan dan dijelaskan didalam gambar. Hal itu disebabkan karena 
kurangnya pengawasan dari pihak pengawas yang ditunjuk oleh pihak PT Indocali 
Plast.  
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi : bagaimana 
pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan 
CV.Gendeng Mas, bagaimana tanggung jawab hukum pihak penyedia jasa atas 
kesalahan yang telah diperbuat dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara 
PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas, dan bagaimana cara mengatasi 
perselisihan dalam kontrak kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV 
Gendeng Mas. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan pekerjaan pembangunan pondasi pabrik antara PT Indocali Plast 
dengan CV Gendeng Mas, untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak 
penyedia jasa atas kesalahan yang telah diperbuat dalam pelaksanaan kontrak 
kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas, untuk 
mengetahui cara-cara menyelesaikan perselisihan dalam kontrak kerja konstruksi 
antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas. 
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat seperti sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi 
peneliti, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama ini di dapat dalam 
bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek turun langsung 
dilapangan, untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat tentang 
Kontrak Kerja Konstruksi / Perjanjian Pemborongan, untuk memberikan 
sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya 
tentang tanggung jawab para pihak atas pelaksanaannya Kontrak Kerja Konstruksi 
/ Perjanjian Pemborongan. 
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2. METODE  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer dilapangan atau praktek secara kenyataan (Soekanto, 1986). 
Jenis yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive 
research) yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan atau 
melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu (Waluyo, 
1996). Jenis data yang digunakan dalam peneliti adalah menggunakan data 
sekunder dan data primer, data primer ialah data yang didapatkan penulis yang 
diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau narasumber, data sekunder 
ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis dan peraturan perundang-
undangan. Untuk metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan 
wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses tahapan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT 
Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas dalam pembangunan pondasi 
pabrik  
Adapun proses-proses pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan 
pondasi pabrik PT Indocali Plast dilaksanakan melalui tahap-tahapan sebagai 
berikut ini: 
3.1.1 Tahap sebelum terjadinya kontrak kerja 
Sebelum terjadinya pelaksanaan proyek kontrak kerja konstruksi 
pengurukan pondasi bangunan pabrik PT Indocali Plast, CV Gendeng Mas 
mengikuti proses tender secara terbuka yang diumumkan oleh pihak PT 
Indocali Plast secara luas di media masa. adapun tahap-tahapan yang 
dilalui oleh CV Gendeng Mas dalam mengikuti tender pekerjaan proyek 
pengurugan pondasi pabrik PT Indocali Plast, antara lain: Pendaftaran dan 
pengambilan dokumen lelang umum, Penjelasan, pemasukan penawaran, 
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evaluasi penawaran, pengumuman calon pemenang dan masa sanggah, 
penetapan calon pemenang, penunjukan penyedia barang/jasa. 
3.1.2 Tahap pembuatan kontrak dan penandatanganan kontrak 
Didalam pembuatan perjanjian (kontrak) dan penandatanganan perjanjian 
(kontrak) tersebut, CV Gendeng Mas mendatangi kantor PT Indocali Plast 
untuk melakukan perundingan musyawarah membahas tentang isi kontrak 
yang akan dibuat. Kontrak yang dibuat oleh pihak PT Indocali Plast 
dengan CV Gendeng Mas dibuat secara tertulis dan dibuat dalam akta 
dibawah tangan. Setelah terjadinya pembuatan isi kontrak kemudian 
dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak diatas materai oleh kedua 
belah pihak. Dengan adanya penandatanganan kontrak tersebut 
bahwasannya kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak 
kerja konstruksi. 
3.1.3 Tahap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dalam pembangunan pondasi 
pabrik.  
Di dalam pelaksanaan pembangunan pondasi tersebut, terdapat kendala-
kendala yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala 
dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan pondasi pabrik 
PT Indocali Plast yang sampai menyebabkan permasalahan dalam 
pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan pondasi pabrik 
tersebut adalah: Adanya faktor intern dari pengguna jasa yaitu pihak 
perusahaan PT Indocali Plast belum membayar kompensasi kepada warga 
masyarakat sekitar, Faktor cuaca yang mengakibatkan pekerjaan di 
lapangan tidak bisa maksimal, Adanya kerusakan alat-alat berat yang 
menyebabkan terhentinya pekerjaan selama beberapa hari.  
3.2 Bentuk dan isi dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan pondasi 
pabrik 
Dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pihak PT Indocali Plast dengan CV 
Gendeng Mas tersebut, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah tersebut 
berbentuk dalam kontrak tertulis. Perjanjian pemborongan yang telah dibuat 
dalam kontrak tertulis itu akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak 
yang telah membuatnya. Penulis dalam melakukan penelitian ini mendapatkan 
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data berupa surat perjanjian kerja yang telah kedua belah sepakati yang terdiri dari 
10 Pasal. 
3.3 Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi 
pembangunan pondasi pabrik 
Adapun yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja 
konstruksi pembangunan pondasi pabrik tersebut, antara lain: Hak pihak 
pengguna jasa yaitu menerima hasil pekerjaan secara utuh dan sesuai ketentuan 
yang dibuat dalam kontrak kerja sesuai dengan jangka waktu yang sudah 
ditentukan didalam isi kontrak kerja.  
Kewajiban pengguna jasa yaitu melakukan pembayaran kepada penyedia 
jasa sesuai dengan harga kontrak dari prosedur pembayaran yang telah ditentukan 
didalam isi kontrak kerja. 
Hak Pihak Penyedia Jasa yaitu menerima pembayaran sebesar nilai 
kontrak dari pihak pemberi tugas. Kewajiban pihak penyedia jasa merupakan 
kewajiban utama yaitu menyelesaikan pekerjaan pembangunan pondasi pabrik 
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan didalam isi kontrak 
3.4 Tanggung jawab hukum penyedia jasa dalam kontrak kerja konstruksi 
pembangunan pondasi pabrik 
Kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut 
mengakibatkan beberapa permasalahan yang sampai menyebabkan kedua belah 
pihak berselisih, permasalahan tersebut antara lain: Terjadinya pengerjaan 
pekerjaan pembangunan pondasi pabrik PT Indocali Plast tidak sesuai dengan 
bestiknya atau gambarnya. Terjadinya keterlambatan waktu penyerahan 
penyelesaian pekerjaan pembangunan pondasi pabrik PT Indocali Plast.  
Menurut Penulis, apabila dilihat dari 2 permasalahan tersebut, bahwasanya 
pihak penyedia jasa telah melakukan wanprestasi. Maka dari itu, pihak CV 
Gendeng Mas selaku penyedia jasa harus bertanggung jawab atas kesalahan 
wanprestasinya tersebut. Adapun bentuk tanggung jawab kontraktor dalam 
melakukan wanprestasi dalam pelaksanan kontrak kerja tersebut meliputi:  
Tanggung jawab penyedia jasa menyelesaian pekerjaan melebihi jangka waktunya 
dalam tanggung jawab ini pihak CV Gendeng Mas akan tetap menyelesaikan 
pekerjaan pembangunan pondasi pabrik tersebut dengan disertai denda-denda 
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keterlambatan yang besarnya ditetapkan 1% per 1 minggu dari harga kontrak 
keseluruhan.  
Tanggung jawab penyedia jasa melakukan pekerjaan tidak sesuai 
bestiknya. Apabila pihak penyedia jasa melakukan pekerjaan tidak sesuai bestek 
maka penyedia jasa bertanggung jawab dengan diadakannya pembongkaran ulang 
bagian pondasi yang salah dan akan dilakukan pengurukan ulang sehingga 
bangunan pondasi pabrik yang penyedia jasa kerjakan itu sudah sesuai dengan 
bestiknya. 
Hal diatas merupakan bentuk tanggung jawab hukum dari pihak CV 
Gendeng Mas selaku penyedia jasa atas terjadinya wanprestasi dalam 
pembangunan pondasi pabrik PT Indocali Plast. Namun dalam pelaksanaan 
kontrak kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas 
tersebut, bahwa permasalahan yang terjadi di dalam kontrak kerja konstruksi 
tentang keterlambatan penyelesaian pengerjaan pekerjaan pondasi pabrik dan 
pengerjaan pekerjaan tidak sesuai dengan bestiknya ini menyebabkan kedua belah 
pihak sampai berselisih.  
Untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan permasalahan seperti 
yang terjadi diatas maka bahwasannya kedua belah pihak sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah mufakat saja. Dengan cara 
musyawarah mufakat tersebut kedua belah pihak telah menemukan titik temu 
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan catatan pihak CV Gendeng 
Mas harus tetap melaksanakan memperbaiki kesalahan pembangunan pondasi 
pabrik tersebut serta CV Gendeng Mas tetap melaksanakan pekerjaan 
pembangunan pondasi pabrik PT Indocali Plast tanpa biaya tambahan oleh pihak 
PT Indocali Plast, dan selama penyelesaian pekerjaan tersebut CV Gendeng Mas 
cukup menyelesaikan pekerjaan sahaja tanpa dikenakan denda dari pihak PT 
Indocali Plast 
 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan  
Pertama, bahwa dalam proses pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT 
Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas ada 3 tahapan, yaitu: sebelum terjadinya 
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kontrak kerja, dalam tahapan ini pihak CV Gendeng Mas mendapatkan pekerjaan 
pembangunan pondasi pabrik dengan memenangkan tender terbuka, adapun 
proses-proses yang dalam mengikuti tender terbuka tersebut yaitu pengumuman 
pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, 
penyampaian dokumen penawaran, Evaluasi dokumen penawaran, Penetapan 
pengumuman pemenang, dan sanggahan.  
Tahap Pembuatan Kontrak dan Penandatanganan Kontrak. Kontrak yang 
dibuat oleh pihak PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas dibuat secara 
tertulis dan dibuat dalam akta dibawah tangan berdasarkan hasil kesepakatan 
bersama. Setelah terjadinya pembuatan isi kontrak kemudian dilanjutkan dengan 
penandatanganan kontrak diatas materai oleh kedua belah pihak 
Tahap pelaksanaan kontrak, di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi 
pembangunan pondasi pabrik terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban itu muncul setelah adanya 
penandatangan perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak. Selain itu 
didalam pelaksanaan tidak mungkin terlepas adanya kendala di lapangan pada saat 
pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan pondasi pabrik berlangsung 
Kedua, Kontrak atau pejanjian yang dibuat oleh pihak PT Indocali Plast 
dengan CV Gendeng Mas dibuat secara tertulis dan dibuat dalam akta dibawah 
tangan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Kontrak yang dibuat oleh kedua 
belah berisi sewajarnya dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang. 
Isi dalam perjanjian pemborongan yang telah kedua belah pihak sepakati tersebut 
terdiri dari 10 Pasal. Pasal-pasal tersebut nantinya akan dijadikan patokan dan 
aturan bagi kedua belah pihak yang membuatnya. 
Ketiga, Dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan pondasi pabrik PT 
Indocali Plast terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di dalam kontrak 
kerja konstruksi pembangunan pondasi pabrik PT Indocali Plast tersebut, hak dan 
kewajiban muncul setelah adanya penandatanganan kontrak antara pihak PT 
Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas  
Keempat, bentuk tanggung jawab penyedia jasa dalam melakukan perbuatan 
wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja tersebut meliputi tanggung jawab 
penyedia jasa menyelesaian pekerjaan melebihi jangka waktunya dan tanggung 
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jawab penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan tidak sesuai bestiknya. Selain itu 
didalam kontrak kerja konstruksi pembangunan pondasi pabrik tersebut terdapat 
permasalahan yang menyebabkan kedua belah pihak hingga berselisih. Untuk 
mengatasi perselisihan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan 
perselisihan tersebut dengan cara musyawarah mufakat.  
4.1 Saran  
Pertama, dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sangat diperlukan adanya 
kerjasama atau koordinasi yang baik di lapangan Supaya dalam pelaksanaan 
kontrak kerja konstruksi dapat berjalan dengan lancar, baik, efektif, dan terencana. 
Selain itu dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi di lapangan, seharusnya 
diperlukan adanya pengawasan yang ekstra, supaya didalam pelaksanaan kontrak 
kerja konstruksi di masa yang akan datang tidak ada kesalahan atau 
penyimpangan terhadap pelaksanaannya. 
Kedua, dalam pembuatan isi kontrak, seharusnya jaminan yang ada didalam 
kontrak kerja yang diperjanjikan lewat lisan tersebut, lebih baiknya dicantumkan 
di dalam isi perjanjian pemborongan, supaya orang yang membaca surat 
perjanjian pemborongan tersebut juga ikut mengetahui bahwasannya ada jaminan-
jaminan dalam kontrak kerja konstruksi. 
Ketiga, untuk menghindari terjadi wanprestasi dalam melaksanakan 
pekerjaan diharapkan para penyedia jasa untuk lebih memikirkan lebih lanjut lagi 
hal-hal yang harus dilakukan untuk meminimalkan terjadinya wanprestasi, 
terutama wanprestasi karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang 
dikarenakan curah hujun yang tidak menentu. Di harapkan pihak penyedia jasa 
dapat memperkirakan berapa lama kesanggupan dalam melaksanaan 
pemborongan sebelum melakukan penandatanganan kontrak perjanjian. 
Keempat, apabila dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan 
pondasi pabrik tersebut terdapat permasalahan yang menyebabkan kedua belah 
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